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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

iIndonesiaamerupakanasalah satuunegara berkembangadenganaekonomi 

yang relatifomasih kurang. Dalamapengertian ini, peranapemerintah sangatipenting 

untuk melakukannintervensi kebijakaniuntuk meningkatkan standaripembangunan. 

Dibidangakebijakan fiskal, dimanaakebijakan ekonomi, stabilitasaekonomi, dan 

distribusi pendapatanayang merata, pemerintahasudah melakukan berbagaiaupaya. 

Pertumbuhaneekonomiaadalah tandaapenting keberhasilanapembangunan 

ekonomi suatuadaerah. Indikatoraini digunakanauntuk mengukurilaju pertumbuhan 

outputaekonomi. Apabila lajuaaktivitas ekonomiameningkat dariaperiode satuike 

periode berikutnya,amaka ekonomiidianggap sedangiberkembang. Indikatoroini 

jugaamenunjukkan tingkat aktivitasaekonomi dalam jangka waktuaterntentu dalam 

halimenciptakan pendapatanabagi daerah (Suandi, 2016).  

PertumbuhanAekonomiamerupakan permasalahanijangka panjangidalam 

sebuah pembangunan.pPertumbuhannekonomijjuga menjadittolak ukurpkapasitas 

suatu negarauuntuk menghasilkan produkddan jasa. Program–programppendapatan 

dan pengeluarannsuatu negara dapatomempermudah pencapaianttingkat 

pertumbuhanyyang lebih tinggiaatau dapat menekanttingkat pertumbuhan tersebut. 

Untuk mengetahuippertumbuhaneekonomi suatuddaerah dapat diamatiddengan 

melihat ProdukdDomestikARegionalABrutoo(PDRB) danyuntuk memeriksa 

keadaan ekonomiddaerah (Sisilia and Harsono, 2021). 

Dalamppertumbuhanaekonomi terjadipperubahankkondisiaperekonomian 

suatu negarassecara berkesinambungankuntuk mewujudkan keadaaneekonomi    
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yangllebih baik selamapperiode tertentu (Arini and Kusuma, 2019). 

Menurutkkedua peniliti ini menyimpulkan bahwa ekspansi ekonomi berkelanjutan 

akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat, karena 

pertumbuhanaekonominmerupakan indiikator untukkmengukur keberhasilan 

pembangunanndalamssuatu negara. Peertumbuhan ekonomi merupakan 

permasalahan ekonomi jangka panjang, karenavmerupakan ukurangutama 

keberhasilangpembangunan danghasilnya akan dapatgdinikmati olehimasyarakat 

sampaiidi lapisan palingbbawah. 

Selanjutnya, pertumbuhanaekonomijjuga terjadi suatu proseslkenaikan 

produksi perekonomianssuatu daerah padaawujud peningkatanppendapatan 

nasional. DisuatuuNegara dapat dinilaippertumbuhaneekonomi jika timbulssuatu 

peningkatannGross NationallProduct (GNP) riilddisuatu Negarattersebut (Firdaus, 

2012). Perekonomian diisebuah daerahhberkaitan terhadap keadaannperekonomian 

regional. Nasionalldan global. adanyaabeberapa faktorrperekonomiannyang tidak 

bisa dikontrolooleh suatu daerahhmisalnya berkaitannterhadap kebijakan 

pemerintah pusatddalamosektor moneter ataupun sector riil. Perekonomianndisuatu 

daerah turutddapat mendapatkanppengaruh olehpperekonomian globallmisalnya 

krisis keuangannglobal, peningkatanaatau penurunan hargaaminyak dunia 

dannnilai tukarrmata uangaasing.  

Pertumbuhan Ekonomi di daerah pada dasarnya merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari prinsip otonomi daerah, karena setiap daerah 

mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya. 

Sehingga bisa mendorong terjadinya proses pembangunan dengan tingkat 

pemerataan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan stabil yang 
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merupakan tujuan utama dari setiap Negara atau Wilayah.(Euggrina, 2020) Untuk 

mencapai tujuan tersebut bisa dilakukan melalui pembangunan ekonomi, karena 

pada dasarnya pembangunan ekonomi dipergunakan untuk mempengaruhi 

perekonomian. Bagian terpenting dalam pembentukan perekonomian yang baik 

yaitu berada pada peran pemerintah dimana alat yang dipergunakan untuk mencapai 

pembangunan daerah yaitu melalui otonomi daerah. Undang – undang No. 32 tahun 

2004 tentang pemerintah daerah merupakan wujud dari konsep otonomi daerah 

yang dilakukan melalui pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. (Waris, 2021)  

Pertumbuhan Ekonomi di daerah pada dasarnya merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari prinsip otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dari PDRB yang pada dasarnya adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh sektor ekonomi dalam suatu daerah. Kondisi pertumbuhan ekonomi  Kota 

Malang menunjukkan data yang menurun yaitu pada tahun 2019 sebesar 5,73% 

menjadi -2,26% pada tahun 2020, dan terjadi kenaikan ditahun 2021-2022 yaitu 

4,21% ditahun 2021 dan 6,32% ditahun 2022, (BPS Kota Malang, diolah). Dalam 

hal ini diindikasi dipengaruhi oleh adanya Desentralisasi yang diambil dari 

Indikator Penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana 

Alokasi Khusus dan indikator pengeluaran yaitu Belanja modal (DJPK Kemenkew 

RI, n.d.).  Kemampuan PAD dalam mencukupi anggaran belanja daerah sangat 

dibutuhkan dalam proses pembangunan ekonomi, namun pembanguan ekonomi 

tidak dapat berjalan lancar jika hanya membebankan kepada pemerintah. 

Penerimaan daerah juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada 

penerimaan pemerintah pusat.(Kusuma, 2013). 
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Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang 

menunjukkan perkembangan perekonomian pada tahun ini dan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi meningkat apabila pada tahun 

sekarang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan begitu 

juga sebaliknya. Perkembangan suatu perekonomian selalu dinyatakan dalam 

bentuk presentase perubahan pendapatan nasional atau sering diseebut dengan 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan pada sisi wilayah bisa disebut Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).Teori pertumbuhan Klasik Adam Smith mengemukakkan 

bahwa faktor manusia sebagai sumber pertumbuhan ekonomi adalah dengan 

melakukan spesialisasi dalam meningkatkkan produktivitas. Smith dan Ricardo 

percaya bahwa batas dari pertumbuhan ekonomi adalah ketersedian tanah. Kaum 

klasik juga yakin bahwa pertumbuhan ekonomi dapat tercapai akibat adanya 

pembentukan akumulasi modal yang bersumber dari adanya surplus dalam 

ekonomi.  

Menurut (Arifin, 2009) pertumbuhan ekonomi juga bisa dicapai melalui 

kebijakan pemerintah. Kebijakan yang bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut bisa tercapai dengan cara merumuskan kebijakan serta program 

pembangunan daerah yang memiliki fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan 

melalui teknologi padat karya. Menurut (Kusuma, 2013) Desentralisasi Fiskal 

menjadi sebuah rujukan penting untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi di daerah 

menjadi lebih baik. Dengan berpindahnya beberapa kebijakan serta pengelolaan 

keuangan dari pemerintah daerah tersebut, diharapkan kebijakan publik yang telah 

dibuat menjadi lebih baik dan efisien. Desentralisasi merupakan kebijakan terkait 

pelimoahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 
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mengatur sumber – sumber daerah berupa penerimaan dan pengeluaran daerah. 

Sumber – sumber penerimaan bisa didapat dari Pendapatan asli daerah dan juga 

penerimaan berupa dana perimbangan yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi 

khusus. Sedangkan pada sumber pengeluaran diambil dari sisi belanja modal.   

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber – sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan undang – undang yang berlaku (Dixit, 2018). Dana 

Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang 

dipergunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (P.E & Ilat, 2017). Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang 

bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan pada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah 

dan sesuai dengan prioritas nasional(Ari Juniawan & Santi Suryantini, 2018). 

Belanja Modal merupakan penegeluaran yang dipergunakan untuk melakukan 

pembelian/penggandaan barang atau pembangunan asset tetap berwujud yang 

memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun dan pemakaian jasa dalam pelaksanaan 

program pemerintah daerah.(Zuhroh, 2018)  

Dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik, pemerintah daerah 

harus melakukan optimalisasi anggaran serta realisasi yang dilakukan secara 

ekonomi, keefisienan, dan keefektifan (value for money) untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari 

tujuan dan sasaran pemerintah daerah harus disusun dalam struktur yang 
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berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu 

memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas 

berbagai sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan 

kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi 

dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat 

memberikan manfaat yang benarbenar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang 

berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, kinerja pemerintah 

daerah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan 

di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah 

dicapainya. Pengelolaan anggaran (APBD) berdasarkan kinerja (Peraturan 

Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Daerah) ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan 

kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan 

anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.   

Perekonomian Kota Malang memiliki banyak sektor yang dijadikan 

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti hotel, tempat hiburan, 

restoran, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya, sumber pendapatan terbesar 

Kota Malang ini bukanlah PAD, melainkan dana perimbangan yang merupakan 

bantuan dari pemerintah pusat. Bila PAD dibandingkan dengan dana perimbangan 

ini, maka porsi PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan yang paling 

pokok dalam era otonomi daerah, masih sangatlah kecil. PAD Kota Malang pada 
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tahun 2012 yakni hanya sekitar 200 milyar rupiah, sedangkan besaran dana 

perimbangan Kota Malang pada tahun 2012 yakni sekitar 778 milyar rupiah 

(www.malangkota.go.id).  

Dapattdilihattdibawahiini merupakantgrafik laju pertumbuhannekonomi 

di KotaaMalang tahunn2012-2021 : 

Gambar 1.1 

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2012-2016 

 

Sumber : BPS Kota Malang, 2022 (Data Diolah). 

Padaagambar 1.1 dapatddilihat bahwaaperkembangannPertumbuhan 

Ekonomiidi KotaaMalang pada tahun 2012-2016. Dalamkkurun waktu tersebut 

grafikkPertumbuhan Ekonomi dikKota Malang mengalamippenurunan disetiap 

tahunnya. Padattahun 20122Pertumbuhan Ekonomiidi Kota Malangiberada 

diangka 6,32%. Selanjutnya,amengalami penurunan terus-menerusahingga pada 

tahun 2016 sampaiddiangka 5,61%.  

Untuk mengatasippermasalahan atasspertumbuhan ekonomiipemerintah 

dituntut untukkmencari solusiiyang tepat untuk meningkatkanppendapatan daerah 
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dalam mengatasiimasalahhpertumbuhan ekonomi. Pendapatanidaerah ini kemudian 

dapat digunukannsebagai alat untukkmeningkatkanmpertumbuhanmekonomi. 

Pendapatan daerahyyang dimaksud ialahhPendapatan Asli Daerahh(PAD), Dana 

Perimbanganndan BelanjaaModal. 

Pemerintah pusat mengubah sistem keuangan antaraapemerintah pusat 

danddaerah dari sentralisasimmenjadi desentralisasi. Desentralisasi akannmemberi 

kebebasan kepadaapemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan dan 

rencana keuangan,sendiri, sehingga akan.memberi pengaruh terhadapipertumbuhan 

ekonomi. Menurutt(Putri, 2016) keputusan untukkmenerapkan desentralisasiffiskal 

yang menuntutaadanya peningkatan ekonomiddi daerah karenaaprinsip dasar 

pelaksanaanndesentralisasi fiskal diiIndonesia adalah “moneyyfollows 

functions”,yyang merupakan fungsi pokokkpelayanan publikkdi daerah, dengan 

adanyaadukungan pembiayaanppusat melalui penyerahannsumber-sumber 

penerimaannkepada daerah. 

Setiap daerahaatau wilayahamembutuhkan pendanaanbbukan hanya dari 

AnggarannPendapatan dan BelanjaaNegara (APBN) tetapiajuga dariapendapatan 

daerahhuntukkmencapaippertumbuhan ekonomi. Kemampuan daerahhuntuk 

menyalurkannsumber daya yang berasalldari daerah berupa PendapatannAsli 

Daerah (PAD)ssangat tergantung padaakemampuannya untuk mengelolaapotensi 

ekonomiyyang ada menjadibbentuk kegiatan ekonomiyyang dapat menghasilkan 

danaibergulir untuk pembangunanndaerah dalamjjangka panjang.pPemerintah 

daerahhharus beradaptasi dannberusaha untuk meningkatannpelayanan publikkdan 

berbagai industriiyang berkembanggmenjadi sumber pendapatan asliidaerah 

setelah tercapainyaakemandirian daerahh(Achsanuddin UA et al., 2021). 
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Pendapatan Asli Daerahaatau yang disingkattdengan PAD merupakan 

pendapatannyang didapatkan olehhdaerah dari pajakkberdasarkan padaaperaturan 

daerah sesuaiidengan peraturan perundang-undangann(BPS KotaaMalang, 2022). 

PerkembanganaPendapatan Asli Daerahh(PAD) KotaaMalang dapat dilihatddari 

grafikkberikut : 

Gambar 1.2 

Grafik Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016 

 

Sumber : BPS Kota Malang, 2022 (Data Diolah) 

Padaagambar 1.2 memperlihatkan perkembangannPendapatan Asli 

Daerahhdi Kota Malangppada tahun 2012-2016. Dapattdiketahui grafik Pendapatan 

AsliiDaerah di Kota Malanggmengalami peningkatan. Padattahun 2012 Pendapatan 

Asli DaerahhKota Malang sebesarrRp.229.810.290,19. Selanjutnya,amengalami 

kenaikan secaraaterus-menerus hingga padaa2016 mencapai angkaasebesar 

Rp.447.332.655,83. 
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Perkembangan Pendapatan AsliiDaerah (PAD) disebabkanndari berbagai 

sumber pendapatan.ssumber pendapatan daerahhyang berasal darippajak daerah, 

retribusi daerah, hasil yang diperoleh dengan upaya dengan mengelola kekayaan 

daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer yang diberikan Pemerintah Daerah 

dengan tujuan untuk dapat megelola keuangan dan membiayai otonomi didaerah 

yang merupakannupaya dalam melakukannperwujudan terhadap desentralisasi. 

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah pusat akan 

memberikan wewenang, kebebasan, dan hak pada pemda untuk mengelola rumah 

tangga daerahnyaasendiri termasuk dalam hal penerimaannpendapatan yang 

dihasilkan oleh pemda dalam bentuk Pendapatan AsliiDaerah namun pemerintah 

pusat tidak serta mertaamelepaskan pemerintah daerah begitu saja. Akan tetapi, 

pemerintah pusat masih memberikannbantuan kepada pemerintahhdaerah berupa 

danaaperimbangan (Qomariyahti and Hermanto, 2017). 

Dana Perimbangan ialah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerrah (otonom) untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut (Ferdiansyah, Deviyanti 

and Pattisahusiwa, 2018) dana perimbangan memiliki tujuan untukkmenutup 

kesenjangan fiskall dan pemerrataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka 

membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya 

melayani masyarakat. Perkembangan Dana Perimbangan Kota Malang dapat dilihat 

dari grafik berikut: 
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Gambar 1.3 

Grafik Dana Perimbangan Kota Malang Tahun 2012-2016 

 

Sumber :;BPS Kota Malang, 2022 (Data Diolah) 

Padaagambar 1.3 memperlihatkannperkembangan Dana Perimbangan di 

Kota Malang pada tahun 2012-2016. Dapat diketahui grafik Dana Perimbangan 

diatas meningkattdan menurunnsecara relatif fluktuatif. Pada tahun 2012 Dana 

Perimbangan Kota Malang berada pada titik sebesar Rp. 626.023.145. selanjutnya, 

pada tahun 2016 mengalamiikenaikan yaitu sebesar Rp. 1.069.366.446,98. Hal ini 

terjadi sebab dana yang bersumberrdari pendapatan APBNyyang dialokasikan 

kepadaadaerah bertujuan untuk pemerataannkemampuan keuangan darerah di Kota 

Malang untuk mendanaiikebutuhan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan 

desentralisasi. 

Selanjutnya, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang 

dipergunakan udengan tujuan mendapatkan aset tetappdan aset lainnya. Belanja 

modal merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, untuk 

memperoleh aset jangka panjang yang akan digunakan dalam operasi mereka 
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selama beberapa tahun ke depan. Aset-aset ini bisa berupa properti, peralatan, 

mesin, kendaraan, gedung, dan infrastruktur lainnya yang membantu entitas 

tersebut dalam menjalankan kegiatan bisnis atau operasional.. Perkembangan 

Belanja Modal di Kota Malang dapat dilihat dari grafik berikut : 

Gambar 1.4 

Grafik Belanja Modal Kota Malang Tahun 2012-2016 

 

Sumberr: BPSsKota Malang, 2022 (DataiDiolah) 

Pada gambar 1.4 memperlihatkan perkembangan Belanja Modal di Kota 

Malang pada tahun 2012-2016. Dapat diketahui grafik Belanja Modal diatas 

meningkat dan menurun secara relatif fluktuatif. Pada tahun 2012 Belanja Modal 

Kota Malang sebesar Rp. 268.292.426,483. Selanjutnya, pada tahun 2016 yaitu 

sebesar Rp. 193.646.732,35. Dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah suatu 

pengeluaran anggaran dimana dijalankan melalui cara mengadakan, membeli, atau 

membangun sebuah asset tetap yang dapat memberikan manfaat pada 1 (satu) tahun 

periode akuntansi. Dalam belanja modal, asset tersebut bisa berwujud belanja 

modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tak berwujud.  
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Dilihat dariidata Pendapatan AslidDaerah (PAD), Dana Perimbangan, 

BelanjaaModal dan PertumbuhaneEkonomi diatas bisa diketahui bahwa selama 

sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif. Fluktuatih adalah keadaan dimana 

menunjukkan kondisi yang tidak tetap atauuberubah-ubah. Dalam perkembangan 

10 tahun terakhirnpertumbuhan ekonomi di Kota Malang mengalami penurunan 

terendah ditahun 2020, yaitu sebesar -2,26%. Hal tersebuttterjadi tidak terlepas dari 

pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020.  

Berdasarkan fenomenaayang terjadi diatas dikarenakan faktor Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal saling berkaitan untuk 

mendorong terjadinya peningkatan atasspertumbuhan ekonomi, maka penulis 

melakukan penelitiannyang diberi judul “Analisis Pemgaruh Pendapatan Asli 

Daerah,,,Dana Perimbangan, DannBelanja ModallTerhadap Pertumbuhan 

EkonomiiDi Kota Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanndariipemaparanilatar belakanggyang sudahppeneliti 

uraikan sebelumnya,bbisaadibentuk suatuurumusaniatas permasalahan 

menjadi : 

1. Apakahppendapatannasliddaerah,berpengaruh.terhadapnpertumbuhan 

ekonomi di Kota Malang ? 

2. Apakahddana perimbangan berpengaruhmterhadap pertumbuhan ekonomi 

diiKota Malang ? 

3. Apakah belanjammodal berpengaruhhterhadap pertumbuhaneekonomi 

diiKota Malang ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasaarkan pada rumusannatas permasalahanyyang sudahhpeneliti 

uraikannsebelumnya, tentunya perluudiketahui tujuan dalamppenelitian ini    

adalah : 

1. Untukkmengetahui dannmenganalisis terkait pengaruhhpendapatan asli 

daerahhterhadap pertumbuhan ekonomiidi KotaaMalang. 

2. Untuk mengetahuiidan menganalisissterkait pengaruh danasperimbangan 

terhadapppertumbuhan ekonomi diiKota Malang. 

3. Untukkmengetahui dan menganalisisaterkait pengaruhhbelanja modal 

terhadapppertumbuhan ekonomiidi KotaaMalang. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Berdasarkanddari pemaparannmasalahhyang dijelaskanndalam latar 

belakang diatas dapattdiketahui bahwa penelitimmemberikan ruangglingkup 

yang nantinyaapenelitian ini berjalanndengan terarah. Penelitianiini meneliti 

tentang pengaruhhpendapatan asli daerahh(PAD), Dana Perimbangan,ddan 

Belanja ModalLTerhadap Pertumbuhan Ekonomiddengan studippada 

pemerintahanndi Kota Malanggselama periode 2006-2022. 

Variabelayang digunakan dalammpenelitian ini adalah Pendapatan 

AslinDaerah (PAD), Dana Perimbangan,ndan Belanja Modalldimana Variabel 

tersebut sebagaivvariabel independen danmPertumbuhan Ekonomissebagai 

variabelddependen.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkannpada hasil yanggdiperoleh padaapenelitian tersebut, 

harapannyaabisa memberikan manfaatyyakni : 

1. Manfaat Teoritis 

penelitianNini diharapkanndapatTmemberikan pengetahuanddan wawasan 

khususnyaDdalam bidang ilmu ekonomiYyang terkait dengan Pendapatan 

AslimDaerah, Dama Perimbangann, dan Belanja ModalaTerhadap 

PertumbuhanNEkonomi diIKota Malang. 

2. Manfaat Praktis  

HasilLpenelitian.ini diharapkanddapat memberikanmmasukan-masukan 

ataupun sebagaibbahan pertimbangan dalam melanjutkan programyyang 

diberikan olehhpemerintah agar meningkatkannpertumbuhanaekonomi. 
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3. ManfaattBagi PenelitiiSelanjutnya 

Penelitianninihdiharapkan nantinya dapatmmenjadia acuan bagippeneliti 

selanjutnya sebagaibbahan studiddan informasitterkait PendapatannAsli 

Daerah, DanaaPerimbangan, dannBelanja Modal Terhadap Pertumbuhan 

EkonomiidiaKota Malang 

  


